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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan
keuangan pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah (SKPD) di Kabupaten Padang
Pariaman. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf bagian
akuntansi, maka didapat responden sebanyak 64 orang responden. Teknis analisis
data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan
pemerintah, dan 2) pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan
positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan dan Nilai
Informasi Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the internal control system of the
government and financial oversight of the value of local government financial
reporting information.

The population in this study is on education in the district of Padang
Pariaman. The sample in this study is the head of the accounting department and
staff, the importance of the respondents 64 respondents. Technical analysis of the
data used is multiple regression.

The results showed: 1) government’s system of internal control positive
significant effect on the value of the information the government’s financial
statements, and 2) financial supervision area has a significant positive effect on
the value of the government’s financial statement information.

Keywords : Internal Control Systems, Supervisory Regional Finance and
Information Value of Financial Statement.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk pertang-
gungjawaban dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah,
adalah dengan menyampaikan lapo-
ran pertanggungjawaban berupa lapo-
ran keuangan.

Menurut Suwardjono (2005),
nilai informasi adalah kemampuan
informasi untuk meningkatkan penge-
tahuan dan keyakinan pemakai dalam
pengambilan keputusan. Adapun ka-
rakteristik kualitatif laporan keuangan
pemerintah yang merupakan prasyarat
normatif sebagaimana disebut dalam
Rerangka  Konseptual  Akuntansi
Pemerintah  Peraturan  Pemerintah
(PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang
terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c)
dapat dibandingkan, dan (d) dapat
dipahami.

Menurut Arfianti (2011), nilai
informasi pelaporan keuangan peme-
rintah daerah dipengaruhi oleh: kua-
litas sumber daya manusia, peman-
faatan teknologi informasi, sistem
pengendalian intern, dan pengawasan
keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern pe-
merintah (SPIP) menurut Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun
2008, adalah sistem pengendalian
intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dan
untuk menyajikan informasi keu-
angan yang handal kepada para
pemakai agar sesuai dengan rencana
yang ditetapkan, diperlukan media
tertentu yang dipandang relevan,

yaitu pengawasan keuangan daerah
(Tuasikal, 2007).

Pada penelitian ini penulis
memfokuskan meneliti pengawasan
yang dilakukan oleh pengawas inter-
nal yaitu pengawasan yang dilakukan
oleh inspektorat.

Melihat fenomena yang terjadi
di pemerintahan Kabupaten Padang
Pariaman terhadap opini yang dibe-
rikan oleh BPK yaitu memperoleh
opini WDP dari tahun ke tahun, maka
penulis tertarik untuk melakukan
penelitian  mengenai  sejauhmana
pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengawasan keu-
angan daerah terhadap nilai informasi
laporan keuangan pemerintah. Oleh
karena itu penulis ingin menuangkan
hal tersebut dalam bentuk skripsi
yang berjudul “Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
dan Pengawasan Keuangan Daerah
Terhadap Nilai Informasi Laporan
Keuangan Pemerintah (Studi Em-
piris Pada Pemerintahan Kabu-
paten Padang Pariaman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar
belakang di atas, maka dapat diru-
muskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana sistem pengendalian
intern  pemerintah  berpengaruh
terhadap nilai informasi laporan
keuangan pemerintah?.

2. Sejauhmana pengawasan keuangan
daerah berpengaruh terhadap nilai
informasi laporan keuangan
pemerintah?

1. KAJIAN TEORI,
KERANGKA KONSEPTUAL,
DAN HIPOTESIS



A. Kajian Teori
Nilai Informasi Laporan Keu-
angan Pemerintah
a. Pengertian Laporan Keuangan
Pemerintah
Laporan keuangan menurut Pe-
raturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, merupakan laporan terstruktur
mengenai  posisi  keuangan dan
transaksi-transaksi  yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan. Adapun
macam-macam laporan  keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai
berikut:
a) Laporan Realisasi Anggaran

=

b) Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih
c) Neraca

d) Laporan Operasional

e) Laporan Arus Kas

f) Laporan Perubahan Ekuitas

g) Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Tujuan Laporan Keuangan
Menurut Mardiasmo (2002:161)
sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
(Compliance and Stewardship)

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Ret-
rospektif  (Accountability and
Retrospective Reporting)

3. Perencanaan dan Informasi Oto-
risasi (Planning and Autho-
rization Information)

4. Kelangsungan Organisasi (Via-
bility)

5. Hubungan Masyarakat (Public
Relation)

6. Sumber Fakta dan Gambaran
(Source of Facts and Figures)

c. Nilai Informasi Laporan Keu-
angan
Menurut Suwardjono (2005),
suatu informasi dikatakan mempunyai
nilai bila dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan oleh pema-
kainya. Adapun karakteristik kuali-
tatif laporan keuangan pemerintah
yang merupakan prasyarat normatif
sebagaimana disebutkan dalam Re-
rangka Konseptual Akuntansi Peme-
rintahan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 antara lain : relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat
dipahami.

Suatu informasi harus
bermanfaat bagi pemakai, artinya
bahwa informasi harus mempunyai
nilai. Unsur-unsur pembentukan kua-
litas informasi menurut Suwardjono
(2005) dalam Dewi (2012) adalah
sebagai berikut:

Keterpahaman
Keberpautan
Nilai prediktif
Nilai balikan
Ketepatwaktuan
Keterandalan
Ketepatan penyimbolan
Keterujian
Kenetralan
Keterbandingan
Materialitas

PP OOO~NO O WDNPE

no

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah
a. Pengertian Sistem Pengenda-

lian Intern Pemerintah

Sistem  pengendalian intern
(SPI) menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses
yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keya-
kinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan Kketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. "Se-



dangkan sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) adalah sistem
pengendalian intern yang diseleng-
garakan secara menyeluruh di ling-
kungan pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Menurut PP No. 60 Tahun 2008
adalah untuk memberikan kayakinan
yang memadai tentang:
1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat
diandalkan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap
perundang-undangan

peraturan

c. Unsur-unsur Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 tahun 2008

(dalam BPKP), adalah sebagai beri-

kut:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian resiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

w

Pengawasan Keuangan Daerah
a. Pengertian Pengawasan Keu-

angan daerah

Menurut  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri No. 64 th 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Propinsi dan
Kab/Kota, pengawas intern peme-
rintah daerah dilakukan oleh inspek-
torat yang mempunyai tugas pokok
melakukan  pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah di
daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintah desa dan
pelaksanaan urusan desa. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok ter-

sebut inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas
pengawasan

3. Pemeriksaaan, pengusutan, pengu-
jian dan penilaian tugas penga-
wasan.

b. Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Baswir (2000), jenis-
jenis pengawasan dapat dibedakan
berdasarkan objeknya, sifatnya, ruang
lingkupnya, dan metode pengawa-
sannya.

c. Tujuan Pengawasan Keuangan
Daerah
Fikri (2011) dalam Dewi

(2012), menyebutkan bahwa tujuan

pengawasan APBD adalah untuk :

1. Menjaga agar anggaran disusun
benar-benar dijalankan.

2. Menjaga agar pelaksanaan APBD
sesuai dengan anggaran yang telah
digariskan, dan

3. Menjaga agar pelaksanaan APBD
benar-benar dapat dipertanggung-
jawabkan.

d. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan tahap
integral dengan keseluruhan tahap
pada penyusunan dan pelaporan
APBD.

Menurut  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007,
yang direvisi menjadi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyeleng-
garaan Pemerintah Daerah, yang
termasuk dalam ruang lingkup penga-
wasan pengelolaan keuangan daerah
adalah:

1. Pengaturan dan penetapan



2. Perencanaan dan penganggaran
3. Pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah

4. Pertanggungjawaban keuangan
daerah
Sebagai pengawasan intern,

Inspektorat Daerah yang bekerja
dalam organisasi pemerintah daerah
mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:

a. Melakukan pengukuran Kinerja
penyelenggaraan pemerintah
daerah.

b. Menentukan apakah kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak  (kepala
daerah) telah dipatuhi dan berjalan
sesuai dengan rencana.

c. Menentukan baik atau tidaknya
pemeliharaan terhadap kekayaan
daerah

d. Menentukan efisiensi dan
efektivitas  prosedur  kegiatan
pemerintah daerah

e. Menentukan keandalan informasi
yang dihasilkan oleh berbagai
unit/satuan kerja sebagai bagian
yang integral dalam organisasi
pemerintah daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Arfianti (2011)
meneliti  tentang  faktor  yang
mempengaruhi nilai informasi lapo-
ran keuangan pemerintah, hasil
pengujian menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern berpengaruh po-
sitif signifikan terhadap keandalan
nilai informasi keuangan pemerintah
daerah. Dan penelitian yang dilaku-
kan oleh Devi (2010), meneliti ten-
tang pengaruh pengetahuan pejabat
penatausahaan keuangan dan penga-
wasan inspektorat terhadap nilai
informasi laporan keuangan daerah,
hasil penelitian ini membuktikan

bahwa pengetahuan pejabat penata-
usahaan keuangan dan pengawasan
inspektorat berpengaruh signifikan

terhadap nilai informasi laporan
keuangan daerah.
B. Hubungan Antar Variabel

untuk Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah terhadap
Nilai Informasi Laporan
Keuangan Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 tahun
2008 sistem pengendalian intern
pemerintah  (SPIP) adalah sistem
pengendalian intern yang diseleng-
garakan secara menyeluruh di ling-
kungan pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah.

Sistem  Pengendalian Intern
Pemerintah  (SPIP) vyang terkait
dengan laporan keuangan merupakan
suatu proses yang didesain untuk
memberikan keyakinan yang mema-
dai atas keandalan laporan keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah, yang akan menghasilkan
laporan keuangan yang mempunyai
nilai. Apabila SPI dapat diterapkan
dengan baik, maka akan mengha-
silkan laporan keuangan yang mem-
punyai nilai informasi yang baik, dan
begitu pula sebaliknya.

Penelitian  Indriasari  (2008),
menjelaskan bahwa sistem pengen-
dalian intern pemerintah mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
nilai informasi laporan keuangan
pemerintah.

2. Pengaruh Pengawasan Keu-
angan Daerah terhadap Nilai
Informasi Laporan Keuangan
Pemerintah
Dalam penelitian ini penulis

memfokuskan ~ meneliti  tentang



pengawasan Yyang dilakukan oleh
Inspektorat sebagai pengawas intern
pemerintah. Pengawasan keuangan
pemerintah daerah terkait dengan
laporan keuangan merupakan suatu
proses yang didesain untuk mem-
berikan keyakinan yang memadai atas
keandalan laporan keuangan. Jadi
semakin baik pengawasan keuangan
daerah  pemerintah, maka akan
semakin baik pula nilai informasi
laporan keuangan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh
Dewi (2012), menjelaskan bahwa
pengawasan keuangan daerah berpe-
ngaruh positif terhadap nilai infor-
masi laporan keuagan pemerintah
daerah.

3. Kerangka Konseptual

Sistem
Pengendalian —
Intern Pemerintah Nilai
Informasi
Pengawasan Laporan
Keuangan Daerah Keuangan

Gambar 1
Kerangka Konseptual

4. Hipotesis Penelitian
H1: Penerapan sistem pengen-
dalian intern pemerintah (SPIP)
berpengaruh  signifikan  positif
terhadap nilai informasi laporan
keuangan pemerintah.
H2: Pengawasan keuangan daerah
pemerintah berpengaruh signifikan
positif terhadap nilai informasi
laporan keuangan pemerintah.

I11. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, tergolong pene-
litian kausatif.

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi dari penelitian ini
adalah SKPD di Kabupaten Padang
Pariaman. Yang berjumlah 35 SKPD.
2. Sampel

Teknik pengambilan  sampel
adalah total sampling. dimana seluruh
SKPD vyang terdapat di Kabupaten
Padang Pariaman dijadikan sampel.
Adapun  jumlah  responden 70
Responden.

C. Variabel dan Data Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini
adalah variabel terikat dan variabel
bebas.

2. Data Penelitian
a. Jenis Data
adalah data subjek.
b. Sumber Data
adalah data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan
dengan kuisioner tertutup.

E. Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel dalam pe-
nelitian ini menggunakan skala likert.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen  yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuisioner.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini
menggunakan uji connected product



moment. Jika r hitung > r tabel dan
nilai positif maka butir/pertanyaan
/indikator tersebut dinyatakan valid.
Untuk uji validitas ini digunakan
rumus Product Moment sebagai
berikut :
Fxy

n(Xxy) = 2x) Xy)

JnZX2 — (X)) 2 3{nyy2— (T2}

Keterangan :

vy = koefisien korelasi

n = besar sampel

X = variabel bebas (X1,
X2...Xn)

Y = nilai informasi laporan

keuangan pemerintah daerah

2. Uji Reliabilitas
Untuk uji reliabilitas diguna-
kan rumus Cronbach’s Alpha.
_rn Yob?
r= [nTl} [1 - 012 ]
Keterangan :
r = reliabilitas instrumen
n = anyaknya butir pertanyaan
Yob? = jumlah varians butir
o1? =varians total
Menurut Sekaran (2003), cara
untuk mengukur reliabilitas dengan
Croanbrach’s Alpha dengan kriteria
sebagai berikut :
a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
b. 0,6-0,7 akseptabel
c. 0,7-0,8 baik
d. Lebih dari 0,8 reliabel

H. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data
dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan one sample kolmogo-
rov-smirnov test dengan melihat
tingkat signifikan 5%. Dasar pe-
ngambilan keputusan dari uji nor-
malitas ini dengan melihat probability

asymp.sig (2-tailed0) > 0,05 maka
data mempunyai distribusi yang
normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi
adanya korelasi variabel-variabel
bebas diantara satu dengan yang
lainnya, maka salah satu variabel
bebas tersebut dieliminir untuk me-
nguji adanya multikolinieritas dila-
kukan dengan melihat VIF (Variance
Inflating Factors) <10 dan tolerance
>0,10.

3. Uji Heteroskodastisitas

Untuk mendeteksi adanya he-
terokedastisitas dapat menggunakan
uji glejser. Dalam uji ini, apabila
hasilnya sig > 0,05 maka tidak ter-
dapat gejala heterokedastisitas, modal
yang baik adalah tidak terjadinya
heterokedastisitas.

I.  Teknik Analisa Data
1. Analisis Deskriptif
a. verifikasi data

Yaitu memeriksa kembali kui-
sioner yang telah diisi oleh respon-
den.
b. Menghitung nilai jawaban

1. Menghitung  frekuensi  dari
jawaban yang diberikan
responden atas setiap item
pertanyaan yang diajukan.

2. Menghitung rata-rata besar skor
total item dengan menggunakan
rumus:

(SSx5)+(Sx4)+(RRx3)+(TSx2)+(STS

x1)
15

c. Menghitung nilai rerata jawaban
responden dengan menggunakan
rumus :

Th=q Xi



Keterangan :
X1 = Skor total
N = Jumlah responden
d. Menghitung nilai TCR masing-
masing kategori jawaban dari
deskriptif variabel, maka diguna-
kan rumus :
TCR =X 100%
Dimana :
TCR = Tingkat Capaian Responden
Rs = Rata-rata skor jawaban
responden (rerata)
n = nilai skor jawaban
Nilai persentase dimasukkan ke
dalam Kkriteria sebagai berikut :
a). Interval jawaban responden 76-
100% kategori jawabannya baik
b). Interval jawban responden 56-
75% kategori jawabannya cukup
baik
c). Interval jawaban responden <56%
kategori jawabannya kurang baik

2 . Metode Analisis Data
a. Koefisien Determinansi (R?)
Koefisien Determinansi (R?)
digunakan untuk mengetahui kont-
ribusi dari variabel bebas terhadap
variabel terikat dilihat dari Adjusted R
Squarenya. Pemilihan nilai Adjusted
R Square karena penelitian ini meng-
gunakan analisis regresi berganda
dengan jumlah variabel lebih dari satu
koefisien determinansi (R? pada
intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam mene-
rangkan variasi variabel terikat.
Adjusted R? berarti R? sudah dise-
suaikan dengan derajat bebas dari
masing-masing jumlah kuadrat yang
tercakup di dalam perhitungan adjus-
ted R? untuk membandingkan dua R?,
maka harus memperhitungkan ba-
nyaknya variabel x yang ada dalam
model.

b. Koefisien Regresi Berganda
Data diolah dengan bantuan
perangkat lunak SPSS wversi 15.
Persamaan model regresi ber-ganda
yang digunakan adalah:
Y = at+bi X +byXo+e

Dimana :

Y : Nilai informasi laporan keu-
angan

a : Konstanta

b1 b, : Koefisien regresi dari variabel
independen

X1 . Pistem pengendalian intern
pemerintah

X, : Pengawasan keuangan daerah

e . Epsilon (variabel-variabel

Independen lain yang tidak di ukur
dalam penelitian yang mempunyai
pengaruh terhadap variabel depen-
den).

c. Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk melihat
model regresi yang digunakan sudah
signifikan atau belum, dengan keten-
tuan bahwa jika p value < (a)= 0,05
dan f piwng > Fravel, berarti model
tersebut sudah fix signifikan dan bisa
digunakan untuk menguji hipotesis.
Dengan tingkat kepercayaan untuk
pengujian hipotesis adalah 95% atau
()= 5% (0,05).

3. Uji Hipotesis
Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji
pengaruh secara parsial antara varia-
bel bebas terhadap variabel tidak
bebas dengan variabel lain dianggap
konstan, dengan asumsi bahwa jika
signifikan nilai t hitung yang dapat
dilihat dari analisis regresi menun-
jukkan kecil dari a = 5%, berarti va-
riabel independen berpengaruh terha-
dap variabel dependen. Dengan ting-
kat kepercayaan untuk pengujian



hipotesis adalah 95% atau ()= 0,05

(5%).

Dengan kriteria sebagai berikut :

1). Jika tingkat signifikansi < o 0,05, t
hitung > t tabel dan koefisien
regresi (B) positif maka hipotesis
diterima yang berarti tersedia
cukup bukti untuk menolak Hy
pada pengujian hipotesis 1,2 atau
dengan kata lain tersedia bukti
untuk menerima hy, hy,

2). Jika tingkat signifikansi < 0,05, t
hitung > t tabel dan koefisien
regresi () negatif maka hipotesis
ditolak dan berarti tidak tersedia
cukup bukti untuk menerima
hipotesis.

3). Jika tingkat signifikansi > a 0,05
dan t hitung < t tabel positif maka
hipotesis ditolak yang berarti tidak
tersedia cukup  bukti  untuk
menerima hipotesis.

J. Defenisi Operasional
Nilai Informasi Laporan Keu-
angan Pemerintah adalah laporan
keuangan yang memiliki infor-
masi yang bermanfaat bagi pema-
kai untuk pengambilan keputu-
san, bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material
serta dapat diandalkan, sehingga
laporan keuangan tersebut dapat
dibandingkan dengan periode-
periode sebelumnya.

2. Sistem Pengendalian Intern Pe-
merintah (SPIP) merupakan suatu
cara untuk mengarahkan, menga-
wasi, dan mengukur sumber daya
suatu organisasi, serta berperan
penting dalam pencegahan dan
pendeteksian penggelapan/fraud

3. Pengawasan keuangan daerah
merupakan proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar
pemerintahan daerah berjalan
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secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum  Objek
Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian
ini adalah 35 SKPD di Kabupaten
Padang Pariaman.

Jumlah kuisoner yang dibagikan
adalah 70 lembar untuk 35 SKPD,
tetapi dari kuisioner yang dibagikan
tersebut kuisioner yang kembali dan
mengisi lengkap adalah 64 lembar
rentang waktu penyebaran dan
pengumpulan kuisioner adalah tang-
gal 08-30 Januari 2014.

B. Demografi Responden

1. Karakteristik Responden Ber-
dasarkan Usia

Dari sisi usia, responden yang

berusia 20-30 tahun berjumlah 9

orang atau 14,1%. Usia 31-40 tahun

berjumlah 25 orang atau 39,1% dan

responden yang berusia di atas 41

tahun vyaitu berjumlah 30 orang.

Sehingga dapat disimpulkan karak-

teristik responden berdasarkan usia

lebih didominasi 41 tahun ke atas.

2. Karakteristik Responden Ber-
dasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang ada
lebih didominasi oleh perempuan

dengan jumlah 40 orang atau 62,5%

dari pada laki-laki yang hanya

berjumlah 24 orang atau 37,5%.

3. Karakteristik Responden Ber-
dasarkan Jenjang Pendidikan
Formal

Berdasarkan data yang ada res-
ponden terbanyak berada pada Strata

1 (S1) yaitu 39 orang atau 60,9% dan

yang paling rendah berada pada



Diploma Tiga (D3) yaitu enam orang
atau 9,38%.
4. Karakteristik Responden Ber-
dasarkan Bidang Keahlian
Berdasarkan data yang ada
dapat kita lihat bahwa bidang ke-
ahlian pendidikan yang dimiliki
responden terbanyak adalah non-
akuntansi dengan jumlah 45 orang
atau 70,31% atau lebih dari 50%,
sedangkan bidang keahlian akuntansi
sendiri hanya 19 orang atau 29,69%.
5. Karakteristik Responden Ber-
dasarkan Lama Bekerja
Berdasarkan data yang ada
responden yang bekerja di atas 5
tahun berjumlah 19 orang atau
29,69%, responden yang bekerja
selama 4 tahun berjumlah 18 orang
atau 28,13%, responden yang bekerja
selama 3 tahun berjumlah 10 orang
atau 15,62% dan responden yang
bekerja kurang atau sama dengan 2
tahun Dberjumlah 17 orang atau
26,56%.

C. Deskripsi Variabel Penelitian
1. Nilai Informasi Laporan
Keuangan Pemerintah (Y)
Dalam Penelitian ini terdapat 10
item pernyataan untuk variabel nilai
informasi laporan keuangan peme-
rintah, item pernyataan nomor 2
dengan tingkat capaian responden
tertinggi vyaitu 85,4%. Sedangkan
tingkat capaian responden terendah
yaitu pada pernyataan nomor 9 yaitu
75%. Ini berarti bahwa SKPD mampu
menyusun laporan keuangan secara
lengkap/laporan realisasi anggaran,
neraca, dan catatan atas laporan
keuangan, sedangkan poin terendah
berada pada informasi yang diha-
silkan dari laporan keuangan SKPD
bebas dari kesalahan yang bersifat
material. Secara keseluruhan nilai
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informasi laporan keuangan peme-
rintah dapat dikategorikan baik
dengan TCR 81,76%.

2. Sistem Pengendalian Intern Pe-
merintah (X3)

Dalam Penelitian ini terdapat 15
item pernyataan untuk variabel sistem
pengendalian intern pemerintah, di-
mana dapat dikatakan tingkat capaian
responden baik, hal ini dilihat pada
item pernyataan nomor 3 vyaitu de-
ngan tingkat capaian responden
tertinggi 87,6%, sedangkan tingkat
capaian terendah yaitu item nomor 11
dengan tingkat capaian responden
sebesar 65,4%. Hal ini berarti bahwa
satuan pengawas intern terdiri dari
staf yang kompeten, dapat dipercaya,
dan tanggap dengan perubahan,
sedangkan kurangnya identifikasi dan
pengkomunikasian informasi agar
tanggungjawab dapat dilaksanakan
mendapat point terendah. Secara
keseluruhan  sistem  pengendalian
intern pemerintah dikategorikan baik
dengan TCR 80,55%.

3. Pengawasan Keuangan Daerah
(X2)

Dalam Penelitian ini terdapat 12
item pernyataan untuk variabel
pengawasan keuangan daerah, dimana
item pernyataan no. 7 dengan tingkat
capaian responden tertinggi Yyaitu
84,4%, berarti Inspektorat memeriksa
apakah terdapat laporan penyusunan
laporan keuangan dan pertanggung-
jawaban pelaksanaan Anggaran dan
Belanja. Sedangkan tingkat capaian
responden terendah item pernyataan
no. 12 yaitu 79,4%, berarti Inspek-
torat memeriksa apakah sistem
informasi yang dilaksanakan dapat
menghasilkan informasi yang tepat,
lengkap, dan akurat masih rendah.



Secara keseluruhan pengawasan keu-
angan daerah dapat dikategorikan
baik dengan TCR 81,87%.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas

Kuisioner yang kembali dan
dapat diolah sebanyak 64. Untuk
melihat validitas dari masing-masing
item kuisioner digunakan Corrected
Item-Total Correlation. Jika r pit > r
tael , Maka dikatakan valid. r taipel
untuk n=64 adalah 0,207.

Berdasarkan data yang ada,
dapat dilihat nilai terkecil dari
Corrected Item-Total Correlation
untuk masing-masing instrumen yaitu
lebih dari 0,207. Untuk instrumen
sistem pengendalian intern peme-
rintan (X;) diketahui nilai Corrected
Item-Total Correlation sebesar 0,457,
untuk pengawasan keuangan daerah
(X2) adalah sebesar 0,493, dan untuk
nilai informasi laporan keuangan
adalah sebesar 0,424. Jadi dapat
dikatakan bahwa semua item per-
nyataan variabel Y, X; dan X, adalah
valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat
kestabilan suatu alat pengukur dalam
mengukur  suatu  gejala/kejadian.
Semakin tinggi reliabilitas suatu alat
pengukur, semakin stabil pula alat
pengukur tersebut. Menurut Nunnaly
(1967) dalam Ghozali (2001), suatu
dikatakan reliabel jika memberikan
nilai Cronbach Alpha > 0,6.

Hasil tersebut menunjukkan
bahwa semua variabel mempunyai
Cronbach Alpha yang cukup besar
yaitu di atas 0,60 sehingga dapat
dikatakan semua konsep pengukur
masing-masing variabel dari Kkui-
sioner adalah reliabel sehingga untuk
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selanjutnya item-item pada masing-
masing konsep variabel tersebut layak
digunakan sebagai alat ukur.

E. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan
dengan metode Kolmogorav-Smirnov
test.

Berdasarkan data yang ada
terlihat bahwa hasil uji normalitas
menunjukkan level signifikasi lebih
besar dari a (¢ = 0,05) vyaitu 0,226
> 0,05 yang berarti bahwa data
terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolonearisitas

Dengan melihat nilai  VIF
(vVariance Inflation Factor) dan
tolerance serta menganalisis matrix
korelasi variabel-variabel bebas. Dari
data yang ada dilihat variabel SPIP
(X1) dengan nilai (VIF) 3,132 dan
tolerance > 0,909, sedangkan variabel
Pengawasan keuangan daerah (X3)
sama dengan nilai (VIF) 3,132 dan
tolerance > 0,909. Dengan demikian
dapat dikatakan tidak terdapat
korelasi  variabel-variabel ~ bebas
antara satu dengan yang lainnya, atau
variabel inde-penden pada penelitian
ini bebas multikol.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dengan uji Glejser. Pengujian
ini membandingkan signifikan dari uji
ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau
5%. Jika signifikan di atas 5% maka
disimpulkan model regresi tidak
mengandung adanya heteroskedas-
tisitas.

Berdasarkan data yang ada, da-
pat dilihat tidak ada variabel yang
signifikan dalam regresi dengan
variabel AbsUt. Tingkat signifikansi
> o 0,05, sehingga dapat disimpulkan



bahwa model regresi yang digunakan
dalam penelitian ini terbebas dari
heteroskedastisitas.

F. Teknik Analisis Data
1. Uji Koefisien Determinasi (R?)
Uji Koefisien Determinasi (R?)

X2= pengawasan keuangan daerah
Dari persamaan diatas dapat

dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 18,730

ini mengidentifikasikan bahwa jika

variabel independen yaitu sistem

pengendalian intern pemerintah dan

Mo R R Adjust Std. pengawasan keuangan daerah adalah
del Square ed Error of 0 maka nilai informasi laporan keu-
R The angan adalah sebesar konstanta
Square | Estimate 18,730. o ) ]
b. Koefisien sistem pengendalian
1 292(2) a7 517 > 434 intern pemerintah sebesar 0,136 ini
- - — —— mengidentifikasikan setiap peningka-
Sumber: Data Primer yang diolah tahun tan sistem pengendalian intern
2014 Dari tabel di atas besarnya pemerintah  akan  mengakibatkan
Adjusted R Square adalah 0,217. Hal Egﬂ;r;]gl;?]tanSQSLi'armfgrrlngag' Idasr?rzz
ini mengidentifikasikan bahwa kon- gan bel lain k : g
stribusi variabel sistem pengendalian 2sumlilo\e/?irsliaene Srllnav(\)/gzginlkeuan an
Lntern pemedrintar;] dar:j F eh-ngavxt/)asan déerah sebesaﬁ)r %284 mengidgen-
euangan daerah adalah sebesar e . "
21, soengn 1o e LS e pena b
ditentukan oleh faktor lain di luar akan  men gkibatkan eninakatan
mOd?-I yang tidak terdeteksi dalam nilai inforr?]asi Iaporanp keugangan
t . . .
penefitian ini sebesar 0,284 dengan asumsi variabel
2. Analisis Regresi Berganda lain konstan.
Koefisien Regresi Berganda 3. Uii F
Model Unstandardi | T Sig. iji lgStatistik
d .
Coefz1‘?cients Mode | Sumof | df | Mean F Sig.
= | Square Square
Regre | 115,488 2 | 57,744 4 :
(Constant) 18,730 3,636 | .00L | | oo 9,743 0((;())0
SPIP 136 | 2,067 | ,043 :
' : ' R 1,512 1 2
PKD 284 |3531] 001 S:uld 361,512 1 61 | 5,926
Sumber: Data Primer yang diolah Total | 477.000 | 63
tahun 2014 '
Berdasarkan tabel di atas dapat - - -
dianalisis model estimasi sebagai ggﬁ)er. Data Primer yang diolah tahun
berikut: . . .
B Dari hasil pemprosesan data di
Y'18’73O_+ 0,136 X1+0,284 X2 + ¢ atas, dapat dilihat bahwa Fhitung
Keterangan:

Y= nilai informasi laporan keuangan
Xi=sistem  pengendalian intern
pemerintah
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yaitu 9,743 dengan nilai signifikan
yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini me-
nunjukan bahwa variabel independen
secara  bersama-sama  (Ssimultan)




mampu menjelaskan  pengaruhnya
terhadap variabel dependen.

4. Uji Hipotesis (t-test)

Pengujian  hipotesis  secara
parsial  dilakukan dengan cara
membandingkan nilai thiung dengan
nilai tiapel. Nilai tiape adalah a = 0,05
dengan derjat bebas (db) =n -k =64
— 2 = 62 adalah 1,670, berdasarkan
hasil analisis pada tabel 19 maka
dapat diketahui pengaruh variabel
independen secara parsial terhadap
variabel dependen adalah sebagai
berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan
dengan membandingkan thitung dengan
nilai tgpe. Hipotesis diterima jika
thitung > twber atau nilai sig < 0,05.
Nilai tae pada 0,05 adalah 1,670.
Untuk variabel sistem pengendalian
intern pemerintah (X;) nilai thiwng
adalah 2,067 dan nilai sig adalah
0,043. Dengan demikian dapat dika-
takan bahwa thitung > taber Yaitu 2,067
> 1,670 atau nilai signifikasi 0,043 <
0,05. Nilai koefisien (3 dari variabel
X1 bernilai Positif yaitu 0,136. Hal ini
menunjukkan bahwa penelitian ini
dapat membuktikan sistem pengen-
dalian intern peme-rintah (X;) ber-
pengaruh signifikan positif terhadap
nilai informasi laporan keuangan.
Dengan demikian hipotesis pertama
(H,) diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan
dengan membandingkan thitung dengan
nilai tape. Hipotesis diterima jika
thitung > twber atau nilai sig < 0,05.
Nilai tgpe pada 0,05 adalah 1,670.
Untuk variabel pengawasan keuangan
daerah (Xy) nilai thiung adalah 3,531
dan nilai sig adalah 0,001. Dengan
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demikian dapat dikatakan bahwa
thitung > tiaber Yaitu 3,531 > 1,670 atau
nilai signifikasi 0,001 < 0,05. Nilai
koefisien B dari variabel X, bernilai
positif yaitu 0,284. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pengawasan
keuangan daerah (X;) berpengaruh
signifikan positif terhadap nilai in-
formasi laporan keuangan. Dengan
demikian  hipotesis kedua (H,)
diterima.

G. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah terhadap Nilai
Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini membuk-
tikan bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah berpengaruh sig-
nifikan positif terhadap nilai infor-
masi laporan keuangan pemerintah.
Dengan demikian, jika sistem pe-
ngendalian intern pemerintah (SPIP)
pada SKPD di Kabupaten Padang
Pariaman baik, dalam artian semua
unsur-unsur dari SPIP (lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, ke-
giatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan pe-
ngendalian intern), dijalankan dengan
maksimal, maka akan tercipta nilai
informasi laporan keuangan peme-
rintah yang baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan
dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem
pengendalian  intern  pemerintah
(SPIP) yang terkait dengan laporan
keuangan merupakan suatu proses
yang didesain untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas
keandalan laporan keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Peme-
rintah, yang akan menghasilkan la-
poran keuangan yang mempunyai
nilai.



Hal ini sejalan dengan pene-
litian yang dila-kukan oleh Indriasari
(2008) meneliti tentang pengaruh
kapasitas sumber daya manusia, pe-
manfaatan teknologi informasi, dan
sistem pengendalian intern terhadap
nilai informasi laporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil penelitian
ini  menunjukkan bahwa sistem
pengendalian  intern  berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai
informasi laporan keuangan peme-
rintah.

Dilihat dari distribusi frekuensi,
bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah memiliki pengaruh ter-
hadap nilai informasi laporan keu-
angan pemerintah, hal ini dapat
dibuktikan dari jawaban responden
terhadap kuisioner yang disebarkan.
Secara garis besar sistem pengen-
dalian intern pemerintah pada SKPD
di Kabuapaten Padang Pariaman
sudah baik.

Dari rata-rata TCR di atas
sebagian besar responden menjawab
setuju bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah berpengaruh ter-
hadap nilai informasi laporan keu-
angan pemerintah. Artinya dengan
sistem pengendalian intern peme-
rintah yang baik, maka akan terwujud
nilai informasi laporan keuangan
yang baik. Agar sistem pengendalian
intern pemerintah dapat berjalan
dengan maksimal, maka diperlukan
kesadaran dari semua pihak baik
pimpinan maupun bawahan untuk
melaksanakannya sehingga nantinya
akan menghasilkan nilai informasi
laporan keuangan yang baik pula.

2. Pengaruh Pengawasan Keu-

angan Daerah terhadap Nilai
Informasi  Laporan  Keuangan
Pemerintah

14

Hasil penelitian ini membuk-
tikan bahwa pengawasan keuangan
daerah berpengaruh signifikan positif
terhadap nilai informasi laporan keu-
angan pemerintah. Dengan demikian,
jika pengawasan keuangan daerah
khususnya pengawasan internal yang
dilakukan oleh inspektorat pada
SKPD di Kabupaten Padang Paria-
man dengan baik dan menyeluruh
maka akan tercipta nilai informasi
laporan keuangan pemerintah yang
baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan de-
ngan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keu-
angan dan Kinerja Instansi Peme-
rintah pasal 33 ayat 3 menyatakan
bahwa APIP pada Kementrian
Negara/Lembaga/Pemda melakukan
review atas laporan keuangan dan
kinerja dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan
sebelum disampaikan Mentri/Pimpi-
nan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali-
kota kepada pihak-pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Hal
tersebut  mengindikasikan  bahwa
dengan adanya pengawasan keuangan
yang dilakukan oleh APIP maka
diharapkan dapat memberikan keya-
kinan akan keandalan informasi
dalam laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Devi (2010), meneliti tentang
pengaruh pengetahuan pejabat pena-
tausahaan keuangan dan pengawasan
inspektorat terhadap nilai informasi
laporan keuangan daerah, hasil pene-
litian ini membuktikan bahwa penge-
tahuan pejabat penatausahaan keu-
angan dan pengawasan inspektorat
berpengaruh signifikan terhadap nilai
informasi laporan keuangan daerah



Dilihat dari distribusi frekuensi,
bahwa pengawasan keuangan daerah
memiliki pengaruh terhadap nilai
informasi laporan keuangan peme-
rintah, hal ini dapat dibuktikan dari
jawaban responden terhadap kuisio-
ner yang disebarkan. Secara garis
besar pengawasan keuangan daerah
pada SKPD di Kabuapaten Padang
Pariaman sudah baik.

Dari rata-rata TCR di atas seba-
gian besar responden menjawab
setuju bahwa pengawasan keuangan
daerah berpengaruh terhadap nilai
informasi laporan keuangan peme-
rintah. Artinya dengan pengawasan
keuangan daerah yang baik yang
dilakukan oleh aparat inspektorat
sebagai pengawas internal peme-
rintah, maka akan terwujud nilai
informasi laporan keuangan yang baik
pula.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pengaruh sistem pengendalian
intern pemerintah dalam pengujian
hipotesis adalah signifikan positif
terhadap nilai informasi laporan
keuangan pemerintah di Kabupaten
Padang Pariaman.

2. Pengawasan keuangan daerah
dalam pengujian hipotesis mempu-
nyai pengaruh signifikan positif
terhadap nilai informasi laporan
keuangan pemerintah di Kabupaten
Padang Pariaman.

B. Keterbatasan

Penelitian ini hanya menguji
pengaruh sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengawasan keu-
angan daerah terhadap nilai informasi
laporan keuangan pemerintah, dari
hasil uji koefisien determinasi terlihat
bahwa pengaruh sistem pengendalian

15

intern pemerintah dan pengawasan
keuangan daerah terhadap nilai infor-
masi laporan keuangan pemerintah
hanya 21,7%, sedangkan 78,3% di-
pengaruhi oleh variabel lainnya.

C. Saran

1. Dari hasil analisis data dan pem-
bahasan, sistem pengendalian intern
pemerintah mendukung terciptanya
nilai informasi laporan keuangan
pemerintah. Namun, sistem pengen-
dalian intern pemerintah, masih me-
merlukan sosialisasi lagi kepada
semua lini instansi atau pegawai di
lingkungan Kabupaten Padang Paria-
man.

2. Dari hasil analisis data dan
pembahasan, pengawasan keuangan
daerah sudah mendukung terciptanya
nilai informasi laporan keuangan
pemerintah. Namun, masih diharap-
kan pengawasan keuangan daerah
khususnya yang dilakukan oleh ins-
pektorat agar lebih menyeluruh ke lini
instansi atau pegawai di lingkungan
Kabupaten Padang Pariaman.

3. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan konstribusi ter-
hadap pengembangan literatur akun-
tansi pemerintahan mengenai nilai
informasi laporan keuangan peme-
rintah.

4. Memperbanyak sampel sehingga
kemampuan generalisasi untuk mem-
perlihatkan nilai informasi laporan
keuangan menjadi kuat.

5. Penelitian ini dapat dilakukan de-
ngan menambahkan variabel lain
yang tidak masuk dalam penelitian
ini.
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